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PENJELASAN 

ATAS 
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TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM 

 

I.  UMUM 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan 

makmur melalui pembangunan nasional. Dalam rangka percepatan 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur tersebut dibutuhkan 

penyederhanaan aturan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan Proyek 

Strategis Nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan 

kesejahteraan pekerja. 

 Dalam rangka untuk mencapai tujuan khususnya peningkatan 

ekosistem investasi, dan percepatan Proyek Strategis Nasional, perlu 

mengubah beberapa ketentuan dalam bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. Salah satu diantaranya adalah pengaturan mengenai Pengadaan 

Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

 Beberapa perubahan ketentuan dimaksud antara lain meliputi 

penambahan jenis pembangunan untuk Kepentingan Umum; upaya 

percepatan Pengadaan Tanah seperti penyelesaian status kawasan hutan; 

percepatan Pengadaan Tanah terkait dengan tanah kas desa, tanah wakaf, 

www.peraturan.go.id



No. 6631 -2- 

tanah aset; pelibatan lembaga pertanahan membantu dalam penyusunan 

dokumen perencanaan Pengadaan Tanah; penambahan jangka waktu 

Penetapan Lokasi; dan penitipan Ganti Kerugian. 

 Perubahan dimaksud memerlukan pengaturan dalam bentuk 

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang sederhana dan lebih 

efektif sehingga diharapkan tercapai tujuan sebagaimana yang telah 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah bangunan yang 

berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau 

pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan 

menampung air juga untuk menahan dan menampung limbah 

tambang (tailing) atau lumpur sehingga terbentuk waduk.  

Yang dimaksud dengan “bendung” adalah tanggul untuk 

menahan air di sungai, tepi laut, dan sebagainya. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
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Huruf h 

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sampah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

pengelolaan sampah. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “fasilitas keselamatan umum” adalah 

semua fasilitas yang diperlukan untuk menanggulangi akibat 

suatu bencana, antara lain rumah sakit darurat, rumah 

penampungan darurat, serta tanggul penanggulangan bahaya 

banjir, lahar, dan longsor. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan “fasilitas sosial” digunakan antara lain 

untuk kepentingan keagamaan atau beribadah.  

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka hijau publik" adalah 

ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penataan ruang. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Yang dimaksud dengan “kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, atau desa” adalah sarana dan prasarana untuk 

menyelenggarakan fungsi pemerintahan, termasuk lembaga 

pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan unit pelaksana 

teknis lembaga pemasyarakatan lain. 

Huruf o 

Yang dimaksud dengan “perumahan untuk masyarakat 

berpenghasilan rendah” adalah perumahan masyarakat yang 

dibangun dalam bentuk rumah susun, rumah umum baik 

milik maupun sewa. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 
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Huruf r 

Yang dimaksud dengan “pasar umum dan lapangan parkir 

umum” adalah pasar dan lapangan parkir yang direncanakan, 

dilaksanakan, dikelola, dan dimiliki oleh Pemerintah dan/atau 

Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat dilakukan 

dengan bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan 

usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta. 

Huruf s 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf t 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 
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Huruf u 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf v 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah dan dikuasai oleh Badan Usaha; atau 

3. diprakarsai oleh Badan Usaha dan dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha 

milik negara, atau badan usaha milik daerah, misalnya 

dengan menggunakan mekanisme bangun guna serah. 

Huruf w 

Yang dimaksud dengan “diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik 

negara, atau badan usaha milik daerah” adalah: 

1. diprakarsai dan dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah; 

2. diprakarsai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 
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